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BAB VI   

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Prinsip Good Governance Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua 

diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kelurahan Ledeke sudah mengedepankan prinsip 

Transparansi, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi serta Akutanbilitas dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pegawai Kelurahan Ledeke sudah sangat 

transparan dalam memberikan informasi terkait prosedur dan persyaratan sebagaimana termuat 

dipapan informasi serta dalam semua pengurusan pelayanan tidak dikenakan biaya atau gratis. 

Pegawai Kelurahan Ledeke sudah sangat transparan mengenai waktu permohonan dan waktu 

penyelesaian pelayanan, dimana semua bentuk pelayanan pemerintahan yang ada di Kelurahan 

Ledeke hanya memakan waktu 1 hari saja dan paling cepat hanya memakan waktu 15 menit saja. 

2. Keadilan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat Kelurahan Ledeke dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan dimana semua 

masyarakat ledeke di layani  sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Aparatur 

kelurahan Ledeke dalam memberikan pelayanan sudah sangat adil dalam hal ini semua 

masyarakat dilayani sama dan mendapatkan pelayanan paling awal didasarkan pada penentuan  

nomor antrian yang sudah dibagikan oleh aparat Kelurahan Ledeke. 
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3. Efektivitas dan Efisiensi 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat Kelurahan Pegawai Ledeke sudah 

sangat efektif dan efesien dalam menyelesaikan penyelesaian pelayanan sesuai kebutuhan 

masyarakat mulai dari penyelesaian waktu pelayanan yang cepat dan keramahan dalam 

memberikan pelayanan. 

4. Akuntabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparatur Kelurahan Ledeke sudah 

bersikap sopan dan ramah serta berperilaku baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Ledeke. sarana prasarana yang ada di Kantor Kelurahan Ledeke sudah sangat 

memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , hal ini dapat dilihat dari adanya  1 

buah laptop dan printer, Sound sistem, Kursi Kayu 15 buah, Kursi Plastik 50 buah, Kursi besi, 

loket pelayanan dan ruang tunggu pelayanan. Kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

publik masih dalam keadaan baik hal ini keadaan  laptop, mesin print, meja, kursi, ruang tunggu, 

aula dan sound semuanya masih baik- baik saja dan sedang di pakai dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat lekede umumnya. 

6.2 Saran 

  Berdasarkan  hasil  kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran  yaitu : 

1. Maka diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan Ledeke agar tetap mempertahankan 

prinsip Transparansi, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi serta Akutanbilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Ledeke. 

2.  Diperlukan adanya penambahan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan 

pemerintahan di Kantor Kelurahan Ledeke berupa Laptop agar memudahkan pelayanan 

pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Ledeke. 
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